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BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penulis maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi sengketa tanah Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan 

Negeri Painan pada umumnya sama dengan pelaksanaan mediasi terhadap 

jenis perkara perdata lainnya, dimana proses pelaksanaan mediasi telah sesuai 

dan mengacu pada standar prosedur sebagaimana ditetapkan oleh PERMA 

Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Selain itu 

bahwa proses mediasi terhadap perbuatan melawan hukum tentang sengketa 

pertanahan di Pengadilan Negeri Painan memiliki tingkat kesulitan yang lebih 

rumit dibandingkan proses mediasi terhadap sengketa wanprestasi.

2. Peranan Mediator dalam mewujudkan keberhasilan upaya mediasi sengketa 

Tanah Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Painan tidak hanya 

dipengaruhi oleh kecakapan mediator semata tetapi juga diperlukan keaktifan 

dan kemauan untuk perdamaian dari para pihak yang bersengketa.

3. Berdasarkan data Rekapitulasi Jumlah Perkara Perdata dari tahun 2009 sampai 

dengan tahun 2015 pada Pengadilan Negeri Painan, bahwa dari 183 perkara 

perdata yang masuk diantaranya 70 jumlah perkara yang menyangkut sengketa 

tanah Perbuatan Melawan Hukum yang diproses melalui mediasi di 

Pengadilan, hanya 2 perkara yang hasil proses mediasinya berhasil. Sehingga 



132

dari hasil mediasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa  efektifitas mediasi 

menyangkut sengketa tanah Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri

Painan belum atau tidak efektif.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Mahkamah Agung selaku induk dari lembaga peradilan untuk 

dapat meningkatkan kuatintas hakim di Pengadilan Negeri Painan sebab pada 

prakteknya beracara di peradilan menimbulkan peran rangkap disamping selaku 

hakim pemeriksa perkara tetapi juga sebagai mediator, belum lagi merangkap 

sebagai Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Hal itu menimbulkan beban 

bagi hakim yang harus memenuhi  tuntutan dari Perma yang diterbitkan oleh 

Mahkamah Agung itu sendiri.

2. Supaya lembaga negara Mahkamah Agung dapat meningkatkan kualitas dari para 

hakim untuk berperan selaku hakim mediator dengan mengadakan pembinaan dan 

pelatihan tentang mediasi yang merata dan berkelanjutan sehingga semua hakim 

di Pengadilan Negeri memiliki sertifikat mediator dan memiliki pengetahuan dan 

pemahaman mendalam tentang mediasi.

3. Diharapkan Mahkamah Agung, pemerintah daerah serta lembaga hukum maupun 

organisasi hukum terkait untuk saling bekerjasama dalam meningkatkan 

pandangan dan pengetahuan hukum masyarakat terutama mengenai prosedur 

berperkara dan proses mediasi di Pengadilan, dengan cara memberikan 

penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat desa  khususnya. 


